BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 4, TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Dacrah
Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Bcelanja Daerah Tahun Anggaran
2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun Anggaran 2016;

1. Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon€sl

Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Siste™
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat da.n
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesig
Nomor  4416) sebagaimana telah diubah beberapa kalj
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4712);

5 tentang

aran
48,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lemb
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoOT
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 20105 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah NOI'IIOI.‘ 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar  Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52 19);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009
Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahunp 2009
Nomor 4 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupat'en Banyumas Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pertanggl..lng]awaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 5
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2016
Nomor 1 Serj A); paten Banyumas Tahun
31. P
f?.grlaﬁturaz1 Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun
Belanja Entang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
2erah Kabu aran
2016 (Lembaran paten Banyumas Tahun Angg

Pacrah K hun 2016
Nomor 2 Seri A); abupaten Banyumas Tahu

Menetapkan igiﬁ'gURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENJABARAN

AHAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

pnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula
berjumlah Rp.3.297.350.300.890,00 bertambah sejumlah Rp.150.037.376.450,00
schingga menjadi Rp. 3.447.387.677.340,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula Rp.2.975.415.765.440,00
b. Bertambah Rp.  34.546.049.536,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 3.009.961.814.976,00
2. Belanja :
a. Semula Rp.3.297.350.300.890,00
b. Bertambah Rp. 150.037.376.450,00
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 3.447.387.677.340,00
Defisit setelah Perubahan Rp. (437.425.862.364,00)
3. Pembiayaan
a. Peneri
1) ;rnnalan Rp. 340.934.535.450,00
ma 120.771.326.914,00
?) Bertambah - Rp. 461.705.862.364.0
Jumlah Penerimaan setelah perubahan P- H(H9:602.504,00

b, Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Pengelu

Rp. (19.000.000.000,00)
Rp. (5.280.000.000,00)

an setelah perubahan Rp. (24.280.000.000.00)
ar.

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubelli’lan Rp. 437.425.862.364,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setela Rp. 0,00
Perubahan

Pasal 2

nj Pendapa :
dim‘labaran Perubahan Anggarar lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan

by ud dalam Pasal 1 dirinci terdiri dari :

_ Bupati ini,
an tidak terpisahkan dari Peraturanl P
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Lampiran I

Lampir.em Ia

Lampiran II

Lampiran III
Lampiran IV

Lampiran V

_G\(_J'\-h())

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD:

Ringk:
i asan  Perubahan APBp berdasarkan rincian obyek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Penjabaran Perubahan APBD:.
Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah;
Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial;

Alokasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Pmerintah Desa;

Pasal 3

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

pgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 3 () SEP 2016

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

\

o—— { = o —— ]
undangkan mB el
ﬁ Pada Tanggal ..).§...ddn k... 2 ...... i
No| JABATAN [PARAF| | ™g5 #En nayvoMAs |
1 [xod ‘ ? Y0 AONI SAPTONO, Msi -~ |
HAWA i' Pesabina Utama Madya I
Gl et é—/mm 19640116 199003 1 0v9 |
3 ﬁ,.ff‘,.ff‘" 1\’ | 7 BATA BTN ABERILS WATEVPAS B0 0oz Y, :;
4 {uo vpPROD /;j e

6

CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

